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Abstrak: Wacana tentang ahli waris pengganti telah lama menjadi perdebatan di kalangan
ulama. Para ulama yang peduli terhadap nasib keturunan ahli waris yang meninggal
sebelum pewaris dikenal dengan istilah "patah titi" terlihat telah melakukan berbagai
upaya advokasi untuk melindungi hak keturunan ahli waris yang telah telah meninggal
mendahului pewaris tersebut. Sebagian dari mereka mengambil jalan wasiat wajibah
berdasarkan pemikiran hukum Ibnu Hazm, sementara yang lain menjalankan metode
penggantian ahli waris yang dikenal sebagai ahli waris pengganti. Metode yang kedua ini
merupakan hal baru dalam hukum kewarisan Islam. Oleh karenanya lembaga ahli waris
pengganti banyak dikritik oleh mereka yang tidak setuju dengan lembaga tersebut, dengan
alasan hak kewarisan ahli waris pengganti tidak memiliki dasar hukum secara syar’i.
Berdasarkan hal tersebut dirasa perlu untuk menemukan fondasi hukum lembaga ahli
waris pengganti tersebut dalam kedua sumber hukum Islam, yaitu Alquran dan Hadis,
sehingga memiliki dasar yang kuat dalam aplikasinya. Metode yang digunakan dalam
penggalian dasar hukum ahli waris pengganti yaitu metode al-istigra’ al-ma’nawi asy-
Syatibi dengan pendekatan normatif-teologis-yuridis yang kemudian dinalasisa secara
kualitatif-deduktif. Dengan metode ini, peneliti menemukan bahwa ahli waris pengganti
memiliki dasar hukum yang cukup kuat baik dari Alquran maupun Hadis.
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Abstract: Discourse on substitute heirs has long been a debate among scholars. The
scholars who care about the fate of the offspring heir died before the testator is known by
the term "patah titi" look has made various advocacy efforts to protect the rights of the
descendants of heirs who had already died before the testator. Some of them take the way
“wasiat wajibah” a legal thought of Ibn Hazm, while others run heirs replacement method
known as substitute heirs. The second method is a new term in Islamic inheritance law.
Therefore the institution of substitute heirs criticized by those who do not agree with
these institution, they said, the inheritance of substitute heirs have no legal basic in
Islamic texts (Alquran and Hadis). Based on this problem, it is necessary to find a legal
foundation of the substitute heirs in the both of sources of Islamic law, the Alquran and
the Hadis, so it has a strong foundation in its application. The method used in finding
legal basic of substitute heirs is al-istigra 'al-ma'nawi ash-Syatibi with the normative
approach-theological-juridical, then it’s analized by qualitatively-deductive. By this
method, the researcher found that the substitute heirs have sufficiently strong legal basic
either in the Alquran and Hadis.
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Pendahuluan

Ahli waris pengganti merupakan terminologi baru dalam hukum kewarisan
Islam. Oleh karenanya ia tidak pernah dikenal dalam wacana fikih kewarisan
Islam era klasik. Salako Taofiki Ajani menjelaskan, yang dimaksud dengan ahli
waris pengganti yaitu ahli waris yang berhak mengambil saham ahli waris utama
yang digantikannya. Secara lebih tegas Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185
menjelaskan maksud dan perolehan ahli waris pengganti tersebut, yaitu :

* Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya

dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

* Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat

dengan yang diganti.

Bentuk operasional dari ahli waris pengganti ini dijelaskan dalam Buku Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dengan uraian sebagai berikut ;
* Kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti :
* Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikan.

* Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu)
mewarisi bagian yang digantikannya.

* Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing
berbagi sama.

* Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing
berbagi sama.

* Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian
dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah.

* Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian
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dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.
Selain yang disebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.

Dalam konteks perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia,
menurut Habiburrahman tokoh yang pertama sekali mempernalkan kelompok
ahli waris pengganti adalah Hazairin dengan istilah mawali. Istilah ini ia ambil
secara tekstual dari bunyi surat an-nisa’ ayat 33, yaitu :

Sebagai satu terminologi baru mawali/ahli waris pengganti tidak sunyi dari
beragam komentar baik dari yang setuju dengan istilah tersebut dengan segala
konsekwensi hukumnya terlebih lagi dari yang tidak setuju. Bagi yang setuju tentu tidak
menimbulkan polemik dalam penerapannya, namun bagi yang tidak setuju polemik
tersebut telah terasa sejak ketentuan ahli waris pengganti itu diberlakukan di pengadilan
agama pada tahun 1991 yang lalu. Menurut mereka yang tidak setuju, istilah ini tidak
pernah ditemukan dalam pembahasan hukum kewarisan Islam klasik, karena dipandang
tidak memiliki dasar hukum dalam penerapannya. Oleh karenanya apabila ada seseorang
meninggal dunia sebelum pewarisnya dan pada saat meninggal tersebut ia memiliki anak
dan saudara laki-laki, maka apabila pewarisnya meninggal anaknya tersebut tidak berhak
menjadi ahli waris karena terhalang oleh saudaranya. Polemik tentang hak kewarisan
mawali/ahli waris pengganti ini tidak dapat dihindari bahkan berpotensi semakin meluas,
kecuali apabila ketentuan hukum tentang ahli waris pengganti tersebut dapat ditemukan

dasar penetapannya dalam kedua sumber ajaran agama Islam, yaitu Alquran dan Hadis.

Mencermati pro-kontra keberadaan mawali/ahli waris pengganti dalam hukum
kewarisan Islam penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut secara filosofis dasar
hukum penetapan mawali/ahli waris pengganti yang mungkin diproyeksikan sebagai salah
satu kelompok ahli waris. Agar menelitian ini lebih sistematis, maka penulis perlu
menentukan fokus penelitian, yaitu pertama, bagaimana keberadaan mawali di dalam
Alquran dan Hadis ? kedua, bagaimana pemikiran ahli fikih tentang makna mawali ?

ketiga, bagaimana kedudukan hukum mawali sebagai ahli waris pengganti ?.



Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Mengingat
penelitian ini berupa penggalian dasar hukum mawali/ahli waris pengganti yang
bersumber pada wahyu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative-
teologis yuridis. Sisi normatifitas-telogisnya terletak pada norma-norma hukum Islam
(fikih) yang diistinbatkan dari wahyu baik dari Alquran maupun Hadis Nabi Saw. Dilihat
dari pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian
kewahyuan. Sedangkan sisi nomatifitas-yuridisnya terletak pada norma-norma hukum
yang berlaku di negara Republik Indonesia, khususnya KHI.

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini  dilakukan dengan
mempergunakan bahan primer dan sekunder. Bahan primer yaitu dalil-dalil baik
yang berasal dari Alquran maupun Hadis tentang mawali/ahli waris pengganti.
Sedangkan bahan sekunder yaitu buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan
objek yang diteliti.

Bahan yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu
dengan cara menginterpretasikan semua bahan yang sesuai dengan masalah
yang dibahas dengan menggunakan metode al-istigra’ al-ma’nawi dan
selanjutnya ditarik suatu kesimpulan secara deduktif terhadap objek penelitian
yang dijabarkan dalam bentuk uraian dan pernyataan.

Hasil dan Pembahasan

Berkenaan dengan mawali/ahli waris pengganti, kalau diteliti referensi yang ada
maka terdapat suatu penafsiran untuk menentukan bagian mawali/ahli waris pengganti
yaitu penafsiran terhadap Alquran surat an-nisa’ ayat 33, dan ternyata di kalangan ulama
terjadi perbedaan cara penafsiran ayat ini. Perbedaan tersebut terletak pada kata yang
ditakdirkan mengikuti kata [likullin sebagai mudaf ilaih-nya dan pemaknaan kata

mawaliya. Alquran dan Terjemahnya oleh Departemen Agama RI, begitu pula penafsiran



Quraisy Syihab mengartikan kata [likullin adalah “bagi tiap-tiap harta warisan/harta
peninggalan”, jadi yang menjadi muddf ilaih kata likullin adalah budel waris/harta
warisan. Adapun kata mawaliya diartikan dengan “ahli waris”. Terjemahan tersebut

secara lengkap adalah :

)Bagi tiap-tiap harta peninggalan yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat kami

jadikan pewaris-pewarisnya(.

Habiburrahman, salah seorang Hakim Agung, kelihatannya sepakat dengan
penafsiran ini. Ia mengatakan “ulama mujtahid seperti Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan
Ahmad sepakat bahwa kullun damir (mudaf ilaih)-nya ‘harta warisan’.” Namun hal yang
disayangkan, dari pernyataannya ini Habiburrahman tidak mencantumkan kitab referensi
apapun yang berhuhubungan dengan penjelasan para imam mujtahid yang dikutipnya
tersebut, dan penulis sendiri tidak menemukan penjelasan itu. Hal yang penulis temukan
hanyalah penjelasan kata “agrabiin” yang terdapat dalam rangkaian ayat 33 surat an-nisa’
tersebut yang ditafsirkan dengan makna ““‘asabah” dan kata “mawaliya” yang ditafsirkan
dengan makna “tuan yang memerdekakan”. Dengan kata lain tidak satupun dari keempat
imam yang disebutkan oleh Habiburrahman tersebut ada menjelaskan tentang damir
(mudaf ilaih) kata “likullin” dan Habiburrahman juga tidak memiliki pemikiran sendiri
tentang penafsiran surat an-nisa’ ayat 33 tersebut sehingga menurut penulis, pemikirannya
menolak penafsiran damir (muddf ilaih) kata kullun adalah ‘orang/ahli waris’ tidak dapat

diterima, karena tidak argumentatif.

Menurut penulis cara penafsiran ayat semacam inilah yang menyebabkan
tertutupnya kemungkinan seorang cucu dan anak saudara/saudari secara permanen
menerima warisan dari kakek/nenek atau paman/bibi mereka ketika orang tuanya lebih
dahulu meninggal dunia dari pada kakek/nenek atau paman/bibi mereka. Versi lain dalam
menafsirkan ayat 33 surat an-nisa’ tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kitab tafsir
diantaranya adalah Mahmud Yunus dalam kitab tafsirnya, kitab tafsir Alquran dan

Tafsirnya oleh Kementerian Agama RI, al-Khazin oleh ‘Ala ad-Din Al1 bin Muhammad
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bin Ibrahim al-Bagdadi, al-Jalalain oleh al-Mahalli dan as-Suyuti, dan al-Kasyf wa al-
Bayan oleh Abii Ishaq Ahmad bin Muhammad as-Sa‘labi an-Naisabiir, disana dijumpai
bahwa kata [likullin diartikan dengan: “untuk tiap-tiap orang baik laki-laki maupun
perempuan”, sedangkan kata “mawaliya” diartikan dengan “ahli waris/’asabah .
Sebelumnya ibnu Abbas, seorang sahabat senior Rasulullah saw. juga berpendapat seperti

itu. Dalam kitab tafsirnya ia mengatakan :
G} on B g { A oS { s oty 0 0o {05
o 3 0V ;W e { o s L A

...)dan bagi tiap-tiap, Allah berfirman, dan bagi tiap orang Kami jadikan/adakan dari
kalanganmu mawali, yaitu para ahli waris yang akan mewarisi apasaja yang ditinggalkan
kedua orangtua dari jenis harta benda dan yang ditinggalkan oleh kaum kerabat yang

memiliki hubungan rahim(...

Dalam redaksi yang lebih tegas Sayyid Qutb memaparkan di dalam kitab tafsir fi zilal

Alquran sebagai berikut :

ST Lo bl ¢ ST e Ly J 0 0 83 00 o b1l ST, {
LR PRy Ry PR T S S SRRCH LU JCH [ PR A 0| Y W DU
Mo )Y 1 Jglzy Moy JUB L L 3V gl e ] JT & Wiy o aig, an)

))dan untuk tiap-tiap...)...Setelah (Allah swt....) menyebutkan bahwa untuk laki-laki ada
bagian dari apa yang mereka usahakan dan untuk perempuan ada bagian dari apa yang
mereka usahakan ... dan (Allah swt.....) juga menjelaskan pada ayat sebelumnya hak yang
menjadi bagian laki-laki dan perempuan dalam harta waris ... disebutkan bahwa Allah
swt..... menjadikan untuk tiap-tiap ahli waris yang merupakan kaum kerabat seseorang
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orang-orang yang akan mewarisi ahli waris tersebut. Mereka akan menjadi ahli warisnya
terhadap apa saja yang diserahkan kepadanya dari kedua orangtua maupun kaum
kerabat...maka senantiasa harta tersebut beredar melalui sistem kewarisan ini dari satu
generasi ke generasi yang lain(.

Dalam redaksi yang hampir sama, Ibnu Kasir menjelaskan dalam kitab tafsirnya

sebagai berikut :
B3 gy e U= ol Lel— SISy oSS Lol o . diss Ulas 2S5
A el oo ogidly oy

)dan untuk tiap-tiap orang)..., adapun takwil kalimat tersebut adalah ; dan untuk masing-
masing kamu — wahai manusia — Kami adakan asabah yang akan mewarisinya terhadap
harta benda yang ditinggalkan kedua orangtuanya dan kaum kerabatnya dari harta waris

mereka yang merupakan haknya(.

Al Yasa’ Abu Bakar, dalam bukunya Ahli Waris Sepertalian Darah terlihat
memiliki pemikiran yang sama dengan para ulama tafsir terakhir di atas. Setelah
membandingkan dan menganalisa pemikiran Hazairin dan beberapa ulama tafsir
diantaranya at-Tabari, al-Jassas, dan al-Zamakhsyari dia memberikan kesimpulan

mengenai maksud surat an-nisa’ ayat 33 tersebut sebagai berikut :

“sebetulnya, kalau susunan ini (an-nisa’ ayat 33) dibaca langsung tanpa selipan
pertanyaan, tentu akan berbunyi ; Allah menjadikan untuk setiap orang itu ahli waris yang

akan mewarisi harta yang ditinggalkan orangtua dan anggota kerabat.”

Menurut penulis kata “setiap orang itu” tidak lain adalah setiap orang yang
meninggal dan meninggalkan ahli waris. Sedangkan kata “orangtua dan anggota kerabat”
adalah orangtua dan anggota kerabat dari yang meninggal tersebut. Dengan kata lain,
anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dari yang meninggal tersebut berhak
menerima harta waris orangtua dan kerabat orangtua mereka karena orangtua mereka

telah meninggal terlebih dahulu. Sebab kalau orangtua mereka masih ada, maka orangtua



itulah sebagai ahli waris langsung dan sekaligus menghalangi kewarisan anak-anaknya.

Agaknya pemikiran ini terlihat sama dengan pemikiran Hazairin, karena ia juga
berpendapat bahwa kata yang dibuang yang seharusnya mengikuti lafaz “likullin” itu
adalah anak keturunan bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Dalam
bukunya Hukum Kewarisan Bilateral, ia mengatakan “bagi mendiang anak, Allah
mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau ibu
dan bagi mendiang aqrabun, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam
harta peninggalan sesama aqrabunnya.” Selanjutnya dia mengatakan ‘kalimat
panjang ini bila dipendekan maka artinya bagi mendiang anak dan mendiang keluarga
dekat Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat.
Kalimat ini pendek tapi kurang jelas, bila diperpendek lagi maka artinya bagi setiap orang
Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat. Kalimat
yang pendek ini tidak akan mengacaukan, jika orang langsung berfikir secara bertimbalan
dalam setiap istilah kekeluargaan, yaitu pewaris orang tua, maka hubungan yang
bertimbalan yang langsung bagi istilah itu adalah anak dan jika si pewaris keluarga dekat,
maka hubungan bertimbalang langsung dengan istilah itu adalah keluarga dekat pula.”
Kemudian Hazairin menyimpulkan substansi mawali itu bukan anak atau saudara itu yang
menjadi ahli waris tetapi mawali-nya, sehingga anak atau saudara itu mesti telah
meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris, sebab jika anak atau saudara itu masih
hidup, maka dia sendiri yang menjadi ahli warisnya. Yang dimaksud dengan mengadakan
mawali untuk si fulan. menurut Hazairin ialah bahwa bagian si fulan yang akan
diperolehnya, seandainya dia hidup, dari harta peninggalan itu dibagikan kepada mawali-
nya itu, bukan sebagai ahli warisnya tetapi sebagai ahli waris bagi ibunya atau ayahnya
yang meninggalkan harta itu. Dari gambaran tersebut Hazairin menyimpulkan bahwa
mawali adalah ahli waris karena pergantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris

karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris.

Teori mawali atau ahli waris pengganti tersebut, sebenarnya bukanlah soal baru
dalam sistem hukum kewarisan, teori ini telah diakui dan diterapkan dalam hukum adat

terutama dalam masyarakat yang bercorak bilateral, dalam KUHPerdata teori ini disebut



dengan istilah plaatsvervuling, begitu pula dalam sistem kewarisan Islam klasik telah
diakui adanya penggantian kedudukan ahli waris, hanya saja teori ini bersifat terbatas,
hanya berlaku dalam kelompok ahli waris tertentu saja, yaitu kelompok ahli waris yang
dihubungkan kekerabatannya kepada pewaris melalui laki-laki. Semisal cucu laki-laki dan
perempuan dari anak laki-laki, dan tidak berlaku bagi keturunan melalui anak perempuan,
yang lazim diistilahkan dengan kelompok ahli waris zZaw al-arham. Dalam sahih al-

Bukhari, Zaid bin Sabit menjelaskan tentang aturan ahli waris pengganti tersebut :

Dﬂ/

EE RIS S PR T S EN R U N
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)Zaid berkata ; cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki adalah menempati
kedudukan anak laki-laki dan perempuan apabila tidak ada selain mereka yang masih
hidup. cucu laki-laki seperti anak laki-laki dan cucu perempuan seperti anak perempuan.
Mereka mewarisi dan menghijab seperti anak, dan tidak mewarisi cucu laki-laki dan
perempuan dari anak laki-laki kalau bersama dengan anak laki-laki(.

Dilihat dari teori ahli waris pengganti, fatwa Zaid bin Sabit ini tidak sepenuhnya
dapat diterima, karena tidak memberlakukan ahli waris pengganti pada semua jalur
kekerabatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Alquran dan Hadis Menurut fatwa ini,
orang yang berhak duduk sebagai ahli waris pengganti hanyalah kerabat yang
dihubungkan melalui laki-laki, tidak berlaku bagi kerabat yang dihubungkan melalui
perempuan demikian pula tidak berlaku pada kerabat yang derajatnya lebih jauh
sementara kerabat yang derajatnya lebih dekat masih ada. Dengan demikian, semua cucu
terhalang oleh anak pewaris, karena derajat anak lebih dekat daripada cucu padahal salah
satu tujuan syari’at diadakannya lembaga ahli waris pengganti tidak lain adalah guna
melindungi kerabat yang derajatnya lebih jauh tersebut. Berbeda halnya dengan fatwa
Zaid bin Sabit ini, Alquran melalu surat an-nisa’ ayat 33 menegaskan bahwa ahli waris
pengganti berlaku pada semua jalur kekerabatan sebagaimana terlihat pada uraian
berikutnya, nanti. Dalam kaidah hukum Islam dijelaskan bahwa apabila suatu ketentuan

hukum telah ada penjelasannya dalam Alquran, maka tidak dibenarkan melakukan ijtihad



pada persoalan hukum tersebut, dalam sebuah kaidah disebutkan sebagai berikut “ ;s£ Y

3979 ma dlg=Y) 2l (tidak boleh berijtihad dalam persoalan hukum yang telah ada nas-

nya). Dengan demikain fatwa Zaid bin Sabit ini tidak sepenuhnya dapat diterima atau
setidaknya harus disesuaikan dengan kehendak Alquran, karena ketentuan tentang ahli
waris pengganti telah dijelaskan di dalam Alquran sebagai sumber nas utama dalam

hukum Islam.

Teori ahli waris pengganti yang dijelaskan di dalam Alquran dapat dipandang
sebagai pemecahan masalah keadilan terhadap kelompok ahli waris yang orangtuanya
terlebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris sehingga dengan demikian kelompok
ini dapat diangkat sebagai ahli waris yang sesungguhnya, selama mereka memungkinkan
dapat ditampilkan sebagai ahli waris, karena tidak terdapat larangan syara’ yang

menghalangi penerimaan hak kewarisan mereka.

Menurut penulis salah satu yang dikehendaki Alquran dalam hukum waris adalah
adanya konsep ahli waris pengganti (mawali) sebagaimna yang dirumuskan oleh
Hazairin. Hanya saja, tidak sebagaimana Hazairin yang hanya memberikan penafsiran
terhadap ayat tersebut menurut logika kandungan ayat, penulis merasa perlu memberikan
penjelasan lebih lanjut mengenai tafsiran surat an-nisd’ ayat 33 di atas dengan cara
membandingkan ayat tersebut dengan beberapa ayat lainnya demikian pula dengan
beberapa hadis yang bermiripan, walaupun masing-masing ayat dan hadis tersebut
berbicara dalam materi yang berbeda. Upaya perbandingan beberapa dalil ini akan
menghasilkan satu kesimpulan hukum berkenaan dengan maksud kata “likullin” dan
“mawaliya” yang terdapat pada surat an-nisa’ ayat 33 tersebut. Asy-Syatibi menyebut
upaya penggalian hukum dengan cara seperti ini dengan istilah al-istigra’ al-ma ‘nawi.
Dengan cara ini diharapkan ada pemahaman yang lebih proporsional tentang kandungan
yang dikehendaki ayat tersebut. Beberapa ayat lain yang menjelaskan maksud kata likullin

dimaksud, diantaranya adalah :

* Alquran surat al-Baqarah ayat 148 :
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)dan bagi tiap-tiap (umat) ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya.
Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu
berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat).
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu(.

* Alquran surat al-Maidah ayat 48 :

)dan Kami telah turunkan kepadamu Alguran dengan membawa kebenaran,
membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan
sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah
perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang
kepadamu. untuk tiap-tiap )umat Nabi Muhammad Saw. dan umat-umat yang
sebelumnya,( Kami berikan aturan dan jalan yang terang(.

* Alquran surat al-Anbiya’ ayat 33 :

)dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan.
Masing-masing )dari keduanya itu( beredar di dalam garis edarnya(.

» Alquran surat an-Nur ayat 41 :

)Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepada-Nya bertasbih apa yang di langit
dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. masing-
masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha
mengetahui apa yang mereka kerjakan(.

Keempat ayat ini dipandang cukup menjadi perbandingan untuk mengetahui

secara lebih mendalam pengertian yang dimaksud oleh kata “/ikullin” pada ayat 33 surat
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an-nisa’ tersebut. Pada keempat ayat ini di dalamnya terdapat kata “kullun”. Menurut
kaedah bahasa Arab kata “kull” adalah salah satu kata yang taldzum idafi atau kata yang
mesti bergabung dengan kata lainnya sebagai mudaf ilaihnya. Oleh karena itu ketika kata
“kull” tidak diikuti oleh mudaf ilaih secara zahir, maka mesti ada kata yang dibuang atau
disembunyikan dan kata yang dibuang itulah mudaf ilaihnya, dan kemudian diganti
dengan tanwin yang dikenal dengan sebutan tanwin ‘“wad yang menunjukkan bahwa pada

kalimat tersebut ada kata yang dibuang dengan tujuan i jaz atau meringkas redaksi.

Sesuatu yang dibuang itu yang seharusnya disambungkan dengan kata “kull” dan
yang menjadi cakupan makna “kull” adalah sesuatu yang tidak keluar dari redaksi itu atau
terdapat dalam redaksi sebelumnya sebagai garinah atau tanda-tanda. Dalam contoh
tersebut di atas misalnya pada ayat pertama kalimat yang dibuang adalah “bagi setiap
ummat pengikut Taurat, Injil dan Alquran” Allah adakan untuk mereka itu aturan-aturan
(syari’at). Hal ini sesuai dengan garinah yang ada pada ibarat ayat sebelumnya. Pada ayat
kedua kata yang dibuang setelah “likullin” adalah “umat”, sesuai garinah pada ayat
sebelumnya Allah menegaskan bahwa ahli kitab tidak akan mengikuti kiblat umat
Muhammad Saw. sebagaimana juga umat Nabi Muhammad Saw. tidak akan mengikuti
kiblat ahli kitab, dan setiap umat ada kiblatnya. Sedangkan pada ayat ketiga kata yang
dibuang setelah kata “kullun” adalah “masing-masing dari keduanya, yaitu matahari dan
bulan” beredar dalam garis edarnya, dan yang keempat kata yang dibuang setelah
“kullun” adalah makhluk apa saja yang ada di langit dan di bumi serta burung-burung
yang mengembangkan sayapnya, masing-masing mereka telah mengetahui cara
sembahyang dan tasbihnya kepada Allah swt. Dari perbandingan keempat ayat Alquran
tersebut, maka substansi yang dicakup ma’na kullun adalah sesuatu yang terdapat dalam
ibarat ayat itu atau pada ayat sebelumnya. Menurut penulis garinah yang paling dekat

dengan ibarat ayat ini adalah ayat sebelumnya yaitu ayat 32 dari surat an-nisa’ :

)dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang
laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para
wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah
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kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
segala sesuatu(.

Pada ayat ini mula-mula Allah melarang bersikap iri hati terhadap sebagian orang
yang memiliki kelebihan mendapatkan karunia-Nya, karena kelebihan itu sesuai dengan
usaha yang diupayakannya, bagi para laki-laki mesti mendapat bagian keuntungan dari
segala yang diusahakannya begitu pula bagi para perempuan mesti mendapat bagian
keuntungan dari segala sesuatu yang diusahakannya, kemudian agar usahanya itu
mendapatkan keuntungan yang banyak, maka memohonlah kepada Allah agar diberikan
sebagian dari karunia-Nya. Baru pada ayat berikutnya Allah menyatakan “bagi tiap-tiap”.

Dari perbandingan ini, maka penulis yakin sesuatu yang dicakup kalimat “bagi tiap-tiap”

itu adalah “pge ¢ 4! JQ” artinya bagi setiap orang dari mereka para laki-laki dan para

perempuan secara keseluruhan (yang ada pada ayat sebelumnya) Allah adakan untuk
mereka mawaliya (ahli waris) yang akan mewarisi peninggalan orang tua atau kerabat

laki-laki dan perempuan tersebut.

Adapun kata mawaliya secara lugawi dapat berarti tuan, budak, teman, pengikut,
sekutu, anak laki-laki, dan kerabat. Dalam ayat ini ia berarti para ahli waris. Pengertian
ini didasarkan pada perbandingan beberapa teks hadis yang bermiripan yang sebagiannya
memuat kata mawaliya dan ‘asabah sedangkan lainnya memuat kata warasah. Hadis-

hadis tersebut adalah :

P
20% ° T /////
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)Dari Abi Hurairah dia berkata, bersabda Rasulullah saw* .Aku lebih utama terhadap diri
orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Barangsiapa mati meninggalkan harta
waris, maka untuk mawali ‘asabah )para ahli waris-(nya, dan barangsiapa mati dengan
meninggalkan keluarga atau anak yang butuh santunan, maka akulah yang
menanggungnya(” HR. al-Bukhari
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)Dari Abi Hurairah ra. dia berkata, bersabda Rasulullah saw. “tidak satupun diantara
orang-orang mukmin kecuali aku lebih berhak kepada diri mereka di dunia dan akhirat,
jika kamu mau bacalah hadis berikut ini (Nabi saw. lebih utama terhadap diri orang
mukmin dibandingkan diri mereka sendiri,( barangsiapa mati meninggalkan harta, maka
untuk mawali )ahli waris)-nya, dan barangsiapa mati dengan meninggalkan keluarga
atau anak yang butuh santunan, maka akulah yang menanggungnya(”” HR. al-Baihaqi
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)Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda “Demi Zat yang jiwa Muhammad
ada dalam genggamannya tidak satupun orang mukmin yang ada di permukaan bumi
kecuali aku lebih berhak terhadap dirinya, maka siapa saja yang mati meninggalkan utang
atau anak yang butuh santunan, maka akulah walinya, dan barangsiapa yang mati
meninggalkan harta, maka untuk @sabah )ahli waris)-nya yang masih ada(. HR. Muslim

20% ’;

M\wwjﬂjugj Gl J vxﬂj “wsui.psjs““ws@@éz;agu;
)6)\?;..“ Obj( M)j.b Y\.A J/'.;:)';j }3\.:4;\.\.\.1.%_9; J /55:).334...19 g_)uu.a.@

)Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda “Aku lebih utama terhadap diri
orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Barangsiapa mati dalam keadaan
berutang dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat digunakan untuk melunasi utang
tersebut, maka kamilah yang akan melunasi utangnya, dan barangsiapa mati
meninggalkan, maka untuk para ahli warinya.) HR. al-Bukhari

Empat hadis di atas memiliki redaksi yang berbeda-beda ketika menjelaskan orang
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yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Hadis pertama menggunakan kata

KWer| Q/\}U/” yang kedua menggunakan kata “4J/$a5” yang ketiga menggunakan kata

“O RS %;24.25\ Jgé” yang keempat menggunakan kata “ﬁ-}jjjlé”. Menurut penulis, tiga

kata yang pertama memiliki makna seluruh ahli waris sebagaimana maksud hadis yang ke
empat, karena tidak mungkin harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh kelompok
laki-laki yang dikenal dengan istilah ‘as@bah sebagaimana redaksi hadis yang pertama
dan ketiga hal ini tidak sesuai dengan kehendak Alquran yang menyatakan bahwa kerabat
baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama duduk sebagai ahli waris. Lebih
daripada itu para ulama juga sepakat memasukkan perempuan sebagai ‘asabah
sebagaimana terlihat pada ‘asabah bi al-gair dan ‘asabah ma’a al-gair. Dengan melihat
perbandingan dalam hadis ini, maka dapat dikatakan bahwa makna kata “mawali” yang
terdapat pada surat an-nisa’ ayat 33 tersebut bukan hanya ahli waris laki-laki melainkan
meliputi seluruh ahli waris baik laki-laki maupun perempuan yang disebut dengan istilah

“warasah’.

Menurut penulis, berdasarkan perbandingan berbagai ayat, hadis, dan pemikiran
ulama di atas, maka terjemahan penggalan ayat 33 tersebut adalah “dan untuk tiap-tiap
orang baik laki-laki maupun perempuan (yang seyogianya menjadi ahli waris) kami
jadikan/adakan (untuk mereka) ahli waris yang akan mewarisi harta yang ditinggalkan
ibu, bapak dan karib kerabat mereka”. Dari penafsiran ayat 33 surat an-nisa’ yang
dikemukakan tersebut dikehendaki adanya ahli waris pengganti, yakni dari kata mawali
yang berarti ahli waris seseorang yang mewarisi harta peninggalan orangtua atau kerabat

seseorang tersebut.

Jika kita kembali kepada sejarah yang melatarbelakangi lahirnya pasal 185
Kompilasi Hukum Islam itu tidak lain adalah adanya pemikiran kearah pembelaan dan
perhatian penuh yang ditujukan kepada cucu yang orang tuanya telah lebih dahulu
meninggal dari datuknya dan ia mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki datuknya

tersebut. Dalam kondisi seperti ini ia dinyatakan menempati posisi “patah titi” yang
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menurut mazhab Sunni, cucu dalam posisi yang demikian terhijab hirman oleh anak laki-

laki datuknya, apalagi jika keberadaan mereka melalui kerabat perempuan, maka jadilah

mereka zaw al-arham yang amat jarang muncul sebagai ahli waris yang berhak menerima

warisan.

Untuk mengetahui perbandingan antara ketentuan fikih mazhab Sunni dengan

KHI dalam hal kewarisan Zaw al-arham dan “patah titi” sebagai ahli waris pengganti

dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Perbandingan Hak Kewarisan Zaw al-arham

oleh ‘asabah yang lebih
dekat

N
© Menurut Fikih Mazhab Sunni dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Keadaan Zaw al-arham | Menurut Mazhab Sunni Menurut KHI
1 Zaw al-arham bersama | Zaw al-arham  dan | Zaw al-arham dan “patah
‘asabah “patah titi” terhalang | titi”, sebagai ahli waris

pengganti, mewarisi bersama
‘asabah

2 | Zaw al-arham bersama | Zaw al-arham  dan | Zaw al-arham dan “patah
zaw al-furiid (selain | “patah titi” terhalang | titi”, sebagai ahli  waris
suami isteri) oleh Zaw al-furiid yang | pengganti, mewarisi bersama

lebih utama zaw al-furiid

3 | Zaw al-arham bersama | Zaw al-arham | Baitul mal terhalang oleh Zaw
baitul mal terhalang oleh baitul | al-arham dan “patah titi”,

mal (menurut | sebagai ahli waris pengganti.
Syafi’iyah dan
Malikiyah)

Di negara Mesir, semangat pembelaan dan perhatian serta pelindungan terhadap

cucu yang ayah dan/atau ibunya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris tidak

menempuh lembaga ahli waris pengganti. Mesir dalam memecahkan masalah cucu ini

memilih jalan lembaga wasiat wajibah sebagaimana tertuang dalam undang-undang Mesir

nomor 71 Tahun 1946 pasal 76 sebagai berikut :

O L i LS gy ane b ol Wil 3 ole @l sy g8 A o 13
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)Apabila pewaris tidak berwasiat kepada cucunya yang orang tuanya telah meninggal
dunia lebih dahulu dari pada si pewaris atau meninggal bersamaan dengannya (pewaris),
meskipun meninggalnya berdasarkan putusan pengadilan, maka sebagaiman anak berhak
memperoleh bagian dari tirkah (harta peninggalan), demikian juga cucu berhak
memperolehnya melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian
dengan syarat ia bukan ahli waris(....

Berbeda halnya dengan Pakistan, dalam undang-undang Tahun 1961 memberikan
porsi kepada cucu dengan jalan penggantian tempat, yakni menempatkan cucu, ketika
mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki, pada kedudukan orang tuanya yang telah

meninggal lebih dahulu dari pada pewaris.

Indonesia tidak mengikuti Mesir dalam memecahkan masalah cucu, tetapi lebih
kepada mengikuti pola yang digariskan oleh Pakistan yaitu melalui lembaga ahli waris
pengganti, walaupun memungkinkan terjadinya perbedaan dalam hal menentukan bagian
cucu dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris, yaitu cucu hanayan berhak menerima
harta waris sebesar perolehan ahli waris yang sederajat dengan orang yang ia gantikan.
Demikian pula jangkauan ahli waris pengganti tersebut yang tidak hanya terbatas pada
cucu atau garis lurus ke bawah, namun memungkinkan pula menyamping sebagaimana
dijelaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

huruf b angka (2) :

“Ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli waris yang diatur dalam pasal 185
KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam pasal
174 KHI. Diantaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari
saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek,
yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli
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waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam pasal 174
KHI).”

Berdasarkan paparan di atas, menurut penulis ahli waris pengganti memiliki dasar
hukum yang cukup kuat baik dalam Alquran maupun Hadis oleh karenanya tidak ada
alasan untuk menolak lembaga ahli waris pengganti yang termuat dalam KHI tersebut
justru sebaliknya hendaknya lebih diperkuat dalam bentuk perundang-undangan yang
disahkan melalui lembaga legislatif di Indonesia, karena institusi ahli waris pengganti ini
dirasa telah dapat memberikan solusi terhadap ketidakadilan hukum waris mazhab Sunni
yang mengadopsi konsep kewarisan Zaw al-arham dan “patah titi” (kelompok ahli waris
yang orangtua mereka telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris). Melalui
lembaga ahli waris pengganti ini orang-orang yang diposisikan sebagai zaw al-arham
dan “patah titi” dapat mewarisi bersama-sama dengan ahli waris lainnya baik zaw al-

furiid atau ‘asabah maupun bersama keduanya.

Kesimpulan dan Saran

Mengakhiri tulisan ini, penulis mengajukan tiga kesimpulan sebagai
jawaban dari fokus masalah, yaitu :

* Alguran dan Hadis secara eksplisit memperkenalkan istilah mawali tercantum
dalam surat an-Nisa’ ayat 33 dan Hadis bersumber dari Abi Hurairah yang
diriwayatkan masing-masing oleh al-Bukhari, Muslim, dan Baihagqi.

» Mayoritas ahli tafsir, khususnya tafsir ahkam sepakat bahwa makna mawali
pada surat an-Nisa’ ayat 33 tersebut adalah para ahli waris.

* Sesuai dengan teori al-istiqgra’ al-maknawi, dilakukan penelitian tarhadap
beberapa teks Alquran dan Hadis yang bermiripan dengan redaksi surat an-
Nisa’ ayat 33. Dari penelitian ini diketahui bahwa mawali adalah ahli waris dari
setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal terlebih
dahulu daripada pewarisnya. Dengan kata lain mawali di sini adalah ahli waris
pengganti setiap orang tersebut.

Sebagai rekomendasi dalam mengakhiri tulisan ini, penulis menyarankan
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agar penggantian tempat ahli waris secara konsisten dapat dilaksanakan pada
semua jalur penggantian ahli waris baik jalur ke bawah (anak) maupun
menyamping (saudara/saudari) beserta anak keturunannya tanpa membeda-
bedakan garis keturunan dari jalur laki-laki atau perempuan.

Para ahli waris yang berada pada jihat (garis kekerabatan) yang sama,
agar sama-sama dapat mewarisi walaupun mereka berbeda derajat. Dalam hal
ini cucu mewarisi bersama-sama dengan anak pewaris. Anak saudara/saudari
mewarisi bersama-sama dengan saudara/saudari pewaris, karena kematian

orangtua cucu atau kemenakan pewaris bukanlah penghalang kewarisan.
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